L tarBeiakang e : :
" roses Reformasi te}ah membawa ‘oerbacai perubahan
dl_ddhm sendi- bBHdl Lehldupan bermasyaralxat
" “berbangsa dan bernegara, Sebagai lembaga yang
di_narn.is; Polri harus senantiasa menyesuaikan dini dengan
perkembangan kehidupan masyarakat, juga tidak luput dari
proses Reformasi ite sendiri, walaupun sésix_nggulmya
apabila kita cermati dalam sejarah perjalanannya fungsi
Kepolisian pada awal perkembangannya sebagai alat
penjajah, kemudian sebagai alat control bagi penguasa, dan
selanjutnya kembali ke fungsi sesungguhnya sebagai
Bhayangkart Negara yang memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan supremasi hulum,
serta memberi perlindungan, pengavoman dan pelayanan
kepada masvarakat (Tata Tentram Kerta Raharja).

" Upaya pemantapan keamanan dalam pegeri memiliki
kaitan yang penfing dengan pemantapan persatuan dan
kesatuan Negara Kesatuan Repuoblik Indonesia (NKRI). Satu-
satunya pasal dalam UUD 1945 vang merupakan non-
amandable article atun pasal yang tidak boleh diubah adalah
Pasal 1 ayart (1) berdasarkan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945.
Pasai | ayat (1} itu berbunyi: Negara Indonesia ialah Negara
Kesatuan, vang berbentuk Republik. NKRIT adalah
ketentuan konstitusional yang sampai kapan pon tidak dapat
kita ubah, Demikian jugaterhadap pembangunan demokrasi.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merapakan
kekoatan inti Pembinaan Keamanan Dalam Negeri
(Binkamdagri) harus makin mampu menempatkan dirinya
secara lebih proporsional dalam mengawal berjalannya
proses demokratisasi di Indonesia.

Netralitas lembaga Kepolisian terhadap dama politik
sangat meneniukan kualitas proses demokratisasi di Indo-
nesia, Polri berusaha menjadi salah satuperekat nasional

(Ary Wahyono dan Irfan Meiayu)

dan aman dari tindakan kekerasan dan kriminalitas sangat -
menentukan tingkat keberhasilan pclaksanaan Pemilu 2004, ©
Selain itu, Polri juga. dituntut lebih meningkatkan kemampuan
profesmnal chn E{esnpan opemssomlnya dalam menghadapi
masih cukup besamya potensi gangguan dari berbagai jenis
tindak terorisme dan knmmahta's yang bersifat lintas batas
zntermsxonal/ transnasmnal Kerjasama meidlua forum
AMMTC (Asean Ml_mst_enal Meeting on Transnational
Crime), SOMTC (Senior Official Meeting on Transnational
Crime) telah menyepakati delapan (8) jenis kejahatan
transnasional yang harus diatasi bersama yaitu: Terrorism,
Arms Smuggling, Trafficking in Person Especcially in
Women and Children, Money mede:rmg, Hiicit Drug Traf-
ficking, Cyber Crime, Piracy and Armed Robbery at Sea,
Interbational Economic Crime). Hal ini perlu ditindak lanjuti
disamping kerjasama melahni ASEANAPOL dan INTERPOL.

Seiring dengan kenyatzan di atas, serta adanya
perkembangan lingkungan stratejik baik nasional, regional
maupun global berikut dengan implikasinyz terhadap
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
ternyaia juga telah berkembang berbagai tantangan tugas
yang tentunya sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas
Kepolisian dalam memelihara dan menjasa keamanan dakam
negeri dari berbagai bentuk gangguan yang semakin
kompleks baik berupa bentuk, kualitas, kuantitas maupun
mobilitasaya yang kesemuanya berkaitan dengan aspek-
aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena iu, merupakan
suatu tuntutan bagi Polri untuk melakukan langkah-langkah
penyesuaian dan perubahan (adjustment) dalam menjawab
tantangan tersebut. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
tanggal § Janvari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, memberikan landasan konstitusicnal bagi Polri
sehagai Lembaga Negara yang independent dan mandiri.
Penjabarannya nampak dalam Peraturan Pemerintah dan

vang kual dengan menempaikan dirn diatas segala
kepentingan kelompok dan golongan. Sumpah Tribrata Polri
dan semboyan Rastra Sewakoitama mencerminkan semangat
pengabdian, bekerja dan berjuang untuk membangusn
kejayaaan nusa dan hangsa. Berbagal permasalahan yang
berkaitan dengan pemulihan dan pemeliharaan keamanan
dan ketertiban masyarakat diupayakan dapatl ditangani
secara lebih cepat dan terukur. Polri senartiasa berada
terdepan menyelesaikan berbagai konfiik sosial politik yang
berkaitan dengan permasalahan keamanan dalam negeri.
Terselenggaranya kehidupan sosial politik yang koadusif

peraturan-peraturan innya yang ergat dengan perubahan
status dan kedudukan Polri.

Perkembangan Polri tidak terlepas dari perkembangan
masyarakatnya atav dengan kata lain wajah Polisi adalab
wajah masyarakatnya, oleh karena itu pembangunan Poln
kedepan diarahkan menuju Polisi Sipil (Civilian Police).
Menyikapi hal tersebut, maka Polr telah merumuskan kembali
kedudulkan, tugas dan perannya yang sesuai dengan aspirasi
masyarakat, yang menjunjung finggi supremasi hukum dan
hak azasi manusia dalam tatanan masyarakat madani (Civil




Souety) untuk men_;dwab dspnasx masydml\d{ tersebut
‘uniuk: mcmndmtinn_ i
pxofemona}nas ch01131m1 dalam mengeiola or uan;sas;, SDM

Upaya, secara ber}\ehm_]utai

yang mcnca'ah pa alisa _ itas.
dlharapkan mampu memngkatkan krechbihtns dancitra Polri
Makna Tribrata yang diperbaharu yang menandai Reformasi
Polri, mer upakan doktrin Kepoixsxan yang .menjiwai

penyusunan dan penyempurnaan piranti’funak berupa -

kébijdkan dan langkah-langkah strategis pembangunan
Kepolisian, yang pada akhxrnya diperoleh lembaga
.-Kepohsmn yanﬂ_efei\t}f eﬁswn_dan akuntablc '

Bcntuk ancaman keamandn dalfim negen

*Hal yang. membedak.m Lejahat‘m biasa denoan
ke_}ahatan dengan kekexasan yzmo berskala luas adalah sifat
dan’ ddmpak gangguan yang mengganggu sendi-sendi
kehidupan baik di tin gkat daerah maupun nasional. Uraian
dibawah ini mengulds bentuk-bentuk kejahatan inkon-
vens_io_nal éan_ konvensional sebagai berikut :

1. Kejahatan konvensionat
- 'Gangguan keamanan dalam negeri yang pada umumnya
terjadi karena peianggaran hukum dari berbagai

‘ketentuan yang diatur dalam KUHP. Gangguan
]\_eamanma dalam bentuk kejahatan konvensional, antara
lain pencurian dengan pemberatan, penggelapan,
penipuan, pemerasan, penganiayaan, penculikan,
penyanderaan, pembunuhan, pembakaran, perusakan,
penyelundupan, penyerobotan tanah, dan berbagai
kejhatan lain yang diatur dalam KUHP.

_ '_Ke_zjahatan konvensional bisa saja menjadi pemicu
timbulnya konflik komunal yang disertat dengan
kekerasan yang merupakan kejahatan yang berdampak
kontinjensi, karena pelaku kejahatan dan korban

" memiliki identitas sosial yang berbeda. Kasus-kasuk
konflik komunal yang terjadi di berbagai daerah di tanah
“air selama ipi sebeparnya berawal kejahatan
konvensional, seperti pembunuhan, pemerasan,
penipuan, dan sebagainya. Perubahan ekskalasi dari
kejahatan konvensional menjadi konflik komunal yang
disertai kekerasan atau kejahatan berskala lnas yang
berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan negara dan
magyarakat.

Potensi berubahnya kejahatan konvensional menjadi
kejahatan inkovensional di masyarakat Indonesia
sangat besar, karena masvarakat Indopesia masib

. k_dbu:: lamnya_yanﬂ sering ferjadi adaldh politisasi
identitas tertentu:(SARA) terhadap pelanggaran
:'ke_]ahatan I\onvensmnal ‘Ekses—ckses dari penanangan
“kasus kejah;
L beihembang menjach kejahatan vahg bermplikasi .

an: perlu; dxmmsxpam Polri supaya tidak

kontinjensi, seperti kerusuhan massal, penjar

‘Kejahatan Non konvensional

Kenjahatan non konvensional antara lain adalah

kejahatan lintas negara (Transnasional Crime), seperti

terorisme, narkoba dan pembajakan, perompakan,

Pembahasan yang akan diangkat adalah menyaraokut
" terorisme. Sasaran teror bisa perorangan, organisa i,

Lei_ompok masyarakat, Kawasan industri strategis, lokasi
milik negara Asing {Kedutaan, Atase dan lain-lain), dan
tempat-tempat simbol negara. Teror ditujukan
bermacam-macam kepentingan: balas dendam,
delegitimasi pemerintahan, perjuangan mencapai tujuari

“idelogi dan politik atau sekedar menciptakan suasana

keresahan meluas di kalangan masyarakat.

Ansydad Mbai (20603:7) melihat terjadinya teror di In-

donesia memiliki motif dan latar belakang yang

bersumber pada :

1. Radikalisasi ideologi keagamaan.

2. Nasionalisme etnisitas yang mengarah pada
separatisme.

3 Kelompok kepentingan tertentu yang ingin
menimbulkan kekacavan vntuk twjuan bargain-
ing agar kepentingan politik, ekonomi dan sosial
dilindungi.

Teror yang bersumber pada radikalisme agama dapat

dilihat dari berbagai kasus peledakan bom yvang terjadi

di berbagai daerah, terutama kasus bom Bali. Teror ini

telah menimbutkan korban jiwa yvang sebagian besar

adalah Warga Australia, mengindikasikan bahwa
sebuah kekuatan Islam-anti barat yang dipandang
sebagai jalan jihad yang dibenarkan oleh agama,

Kekuatan Islam-anti barat inl memiliki kaitan dengan

jaringan Al-Qaeda Internasional yang ingin berjuangan

melawan kepentingan barat di seluruh dunia. Oleh
sebab itu, sepanjang masih terjadi kontlik Israel-

Palestina, pendudukan AS di Irak, Kasus Afganistan,

maka solidaritas Islam Internasional melawan

kepentingan barat cenderung tetap muacul, dan indo-
nesia merupakan salah satu negara yang belum lepas
dari aksi teror bom karena radikalisme agama masih tetan

memiliki tkatan primordialisme yang masih kuat. Faktor-
faktor budaya seperti ini tentu mempengaruhi Polri
menangani pelanggaran hukum i berbagai daerah di
indonesia. Sebagai contoh, kecelakaan lalu-lintas yang
menyebabkan korban jiwa meninggal yang kebetulan
warga suku adat Dayak di Kalimantan, maka
penegakkan hukum lala-lintas tidaklah mudah, karena
mercka menolak ataw Hdak mav berurusan dengan UU
Lalu Lintas, melainkan diterapkan denda adat yang
dianggap memiliki rasa keadilan masyarakat. Kasus-

mewarnai berbagai pola kegiatan di Indonesia. Kegiatan
teror setenis akan selalu terjadi di Indonesia di masa-
masa mendatang sepanjang masih ada persepsi konflik
antara dunia barat-TIslam {(Samego, Z003:7).

Selain, radikalisme agama, teror lain yang terjadi di
daerah konflik bersenjata yang ingin memisahkan diri
dari NKRI, seperti terjadi di Aceh dan Papua. Teror ini
dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Bentuk teror yang
paling popular adalah pengeboman, serangan
berseniata, pembunvhan, penculikan, pembajakan,




»sampai penyanderaan Dampak dari tindakan kejahatan
~ini ‘sangat luas kavena akan mempenodwhx ~kondisi
kamiibmas - masyarakat tidak ‘berjalannya ‘institusi
pemermmhan dan meng mcam keiutuhan wxlayah dan
_.._kedauiatan NEKRI: 2 : : :
O Teror berbentuk bom _]uﬂa dlcunakan untul\ kepentmoan
Sel;elompek orang-yang - lebih. terkait ‘dengan
tergangguannya kepentingan ekononii, politik dan

-.’sosial. Kelompok ini melakukan teror sebagai bentuk
Iie“OSi;lbi agar kepentm A, ekonomx merei«:a tidak

tus quo ydng dcl.h!.l]l.l suda.h map.m tetdpl OIeh I\a.rena.

terjadl pervannan rejim pemerintaly; ‘menjadi tergusur
atau tergangguan karena pemerintah baru E\emunﬂlqnan
~melakukan penegakkan-hukam-atas kesalahan-
kesalahan yang dilakukan rejim: pemelmtahan
sebelumnya.

Gangguan keamanan da am negeri scbacas tindak
kejahatan terkait dengan wilayah yurzsd;ks; tersitorial
Indonesia, adalah tindak kejahatan atan pelanggaran
hukum di daerah rawan konflik, seperti witayah laut -
donesia, daerah perbatasan dan pulav-pulau terluar.
Karakteristik gangguan keamanan dalam negeri di
daerah perbatasan satu daerah berbeda dengan dagrah
tainnya, Di Papua, gangguan adanya kelompok
separatis vang basis operasinya di daerah perbatasan
masih terjadi. Kelompok ini masih sering mengganggu
dan mempengarzhi masyarakat. Rendahnya tingkat
pengetahuan masyarakat, menyebabkan masyarakat
mudah terhasue. Masih kuatnya ikatan kekeluargaan
antara penduduk Papua dan PNG maka kegiatan pelintas
batas negara secara rutin dilakukan. Faktor wilayah adat
mereka yang keberadaannya melewati batas negara
merupakan faktor yang mendorong mereka melakukan
kegiatan lintas batas (Habel Melkias, Suwae, 2002:9).
Masalah keamanan di perbatasan juga terjadi antara
wilayah Indonesia-Singapura dan Indenesia-Malaysia.
Dibandingan dengan Papua, faktor vang mempengaruhi
berbeda. Di perbatasan Indonesia-Malaysia lebih
banyak disebabkan faktor kesenjangan ekonomi
masyarakat di wilayah perbatasan. Kehidupan ekonomi
masyarakat Indonesia di perbatasan cenderung
tergantung pada perekonomian negara tetangga. Oleh
sebab itu tindak kejahatan vang muneun! di kawasan
perbatasan ini adalah pencurian kayu, penyelunduopan,
human trafficking, piracy, dan sea-robberies. Di

'.'Kekhawailmn akan hilangnya beberapa pulau-kecil-
-wxlayah terluar Indonesia_juga menjadi potensi

© gangguan keamanan: dalam negeri setelah lepasnya
- Pulag Slpadan dan; Lw;tan Daia—data femuan -yang
. diperoleh Hidro, Oseanocmﬁ menyebutkan bahwa dari

pulau Indonesia yang bergumlah sekitar'17.504, hanya
5.707 pulau yang telah memiliki nama, sedangkan

~.-sisanya belum memiliki nama, Selain itu, kekhawatiran

rakyat Indonesia pun kian-bertambah .dengan

~ dinngkapnya data-data dari departemen Kelautan dan
.- Pertkanan (DPK) 2002 dengan menyebutkan b’ll}Wd ada

82 puldu kecil milik Indonesia yang berbatasan dengan

010, negam temngga yam chpat memmbulkan LO!lﬂlL.
--pcrsengketaan _ RN
Adapun: PuIau—pulfm yano bcrpozc,nsx menzmbulian

konflik tersebut, diantaranya yaitu: Pertama, Pulau

-Nipah yang merupakan titik pangkal penentuan hatas

wilayah pemerintaban RI dengan Negara Singapura dan

- RI dengan -Malaysia sejauh 200 mil laut dari puiau
terluar. Kedua, Pulav Miangas di Sangir Talaud yang

berbatasan dengan Negara.Filipina, yang ironisnya
masyarakat pulau itu sering dan berinteraksi dengan
Negara Filipina dibandingkan dengan ladonesia,
Ketiga, Pulau Pasir didekat Kepulavan Christmas di
Perairan NTT yang kemungkinan dilirik oleh Australia,
Keempat, terdapat satu pulau di Kalimantan Bavat yang
belum memiliki nama, justri dimanfaatkan para pelaut
Thailand yang melakukan iHegat fishing di Perairan
Indonesia. Kelima, Pulau Mapia yang di sebelah Utara
Papua yvang berbatasan dengan Palau (Kusumastanto,
20033,

Kejahatan yang berdampak Kontinjensi

Kejaharan it termasuk kerusuhan massal akibat konfiik
kekerasan seperti yang terjadi di Jawa, Kalimantan dan
Maluku. Tindakan kekerasan ini disertai kerusuhan
yang disebabkan antara lain faktor perasaan frustasi
yang mendalam dan meluas di kalangan masyarakai.
Namun, kekecewaan masyurakat hanya akan
menimbulkan tindak kekerasan apabila dilakukan
mobilisasi atas konilik yang teriadi, yakni berwujud
proses mendorong anggota kelompok atau masyarakat
fainnya agar bersedia mengorbankan tenaga dan
sumberdaya untuk melakukan tindakan kolektif demi
kepentingan bersama. Dari sini dapat disimpulkan
bahwa apa yang cl;moblhsa& o terkait dengan

ko e 1‘?\/] 1.

pevbatasanwileyailant-Gina Selaten-dan-lant Salewest
juga membuka peleang terjadinya kegiatan ilegal,
seperti pencurian ikan oleh nelayan asing, jalur lalu lintas
dollar palsu, alur penyelundupan senjata gelap dari
Mindanao ke daerah bergolak di Indonesia. Selain ita
menjadi lokasi penyelundupan barang berupa
elektronik, serta kondisi rili kemiskinan yang semakin
menjadi-jadi dan penyelundupan hasil bumi yang
merugikan perekonomian Negara.

L 1. 1 L35
tenemenaperienieradivye konfilelelorasan-Mdechar
Mas’oed, 1997: 11},

Konflik antar kelompok serta kerusuhan massal yang
merebak di Indonesia selama ind telah tidak saja memakan
banyak korban jiwa dan harta benda, tetapi juga
mengancam sendi-sendi NKRIL Konflik komuanal
tersebut lahir karena adanya faktor kondisi sosial-
budaya yang dapat dibedakan menjadi kondisi primer
dan sekunder. Kondisi sosial budaya primer, yaitu
kondisi yang dipandang secara langsung mendukung




fad -atau memunakmkan dan memudahkan maraknya sebuah

“ konflik kecil menjadi konflik massal dankomunal, dan

+wkondisi sekunder adalah kOﬂdiSi yang dipandang tidak

isecara iangsuncr Nt gkmkan dan’memudahkan

o terjadinya: konflik atau kemsuhan massﬂ (Shn Ahimsa
'-'Puaa, 1999 52) : i :

4. 'Gangguan keamanan aklbat bencaﬂa alam ataupun
‘sitnasiforce ma)em‘/ keadaan darurat®’

- Gangguan keamanan akibat benczma alam, sepem banjir,
"_gempa bumi, ‘tanah longsor, angin topan, ombak besar,
‘dan sebagamya Ganoguan keamanan"ini ‘membawa
'dampak pada rasa ‘aman masyarakat terhadap tindak

kejahatan pencurian harta benda, penipuan dan korupsi

~hantuan ‘kemanusian yang dapat menimbulkan - unjuk
“rasa. Pemukiman pengungsi di perkampungan
penduduk seringkali menimbulkan friksi sosial antara
penduduk lokal-dengan pengungsi. -Soal aset
- ‘pengungsi ‘yang tidak jelas akibat bencana alam
" merupakan bentuk gangguan keamanan dan ketertiban
~masyarakat yang perlu diantisipasi karena dapat
'membawa ekses pada keglatan unjuk rasa dan protes
sosial. '
Berdasarkan uraian di atas, instansi yang
bertanggungjawab terhadap penanganan gangguan
* keamanan ini berada di pemerintah birokrasi sipil. Dalam
konteks ini, masalah sinkronisasi aktivitas penanganan
masalah keamanan akibat bencana alam antara Polri
dengan pemerintah menjadi penting dirumuskan agar
tidak terjadi “saling menunggn’’ atau tumpang tindih,

Pemisahan TNI-POLRI

" Pemisahan TINI dan Polri melalui Tap MPR No, VI Tahun
1999 dan Tap MPR No. VII tahun 1999 merupakan bagian
dari proses reformasi hukum menuju masyarakat sipil. Proses
demokratisast dan tuntatan supremasi sipit telah bermuara
pada tuntutan perubahan perindang-undangan dan institusi
kenegaraan yang ada, termasuk pula perubahan di tubuh
TNI dan Polri. Tuntutan perubahan tersebut pula yang
mendorong lahirnya sejumlah ketentuan, baik yang sudah
berbentuk vndang-undang maupun yang masih berupa
rancangan, yang pada dasarnya berangkat dari keinginan
masyarakat agar posisi TN dan Polri selaras dengan tuntutan
demokratisasi dan cita-cita terwujudnya masyarakat sipil di
Indonesia. Dalam perspektif penegakan hukum, seluruh

masyarakat, sekalipun pada hakekatnya strategi keamanan
merupakan hal pokok yang-harus dimiliki ‘suaty negara. o
Karenanya strategi keamanan haruslah dlSL’lSﬂﬂ «lengan .

mengacu pada semangat menuju masyarakat madani dengan

disertai Jjabaran yang dapat diterima masyarakat. Upaya ini
menuntut ditinggalkannya pendekatan-yang ‘egosentris di -

tiap institusi-dan lebih bestumpu pada kepenting'an jangka -
panjang di samping mewujudkan konsistensi penerapan 3
perundang»undangzm vang berlaku. Sifai Indonesia sebagai
negara hukum (rechtszaaz) dan ‘bukan negara kekuasaan o

(machtstaar) sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri

bangsa sekuranonya menegaskan keharusan adanya:

legitimasi-yuridis atas ‘sétiap tindakan - aparatur negara

terhadap ‘warganya, Sedangkan bagi Polri, prinsip negara *
hukum berarti puta kewajiban uniuk menegaklan ketentuan
hekum yang berlaku dengan tetap mengedepankan upaya
perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat serta
menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Implikasi dari Tap MPR No. 6 Tahun 1999 tentang
pentsahan TNI dan Polri tersebut menuntut pula pemahaman
yang lebih komprehensif tentang pembagian peran antara
TNI dan Polri di dalam menghadapi persoalaan keamanan
dalam negeri. Tulisan ini merupakan acuan untuk memperjelas
domain tugas Polri dan TNI di dalam menangani keamanan
dalam negert, paling tidak untuk menghinari kesan tumpang-
tindih perundang-undangan dan kewenangan yang
berkaitan dengan keamanan dalam negeri. Misalnya,
pembagian kewenangan antara Polri dan TNI di daerah konflik
hersenjata; apa indiktor yang membedakan antara Polri dan
TNI di daerah rawan kontlik; dan tugas-tugas lainnya yang
memerlukan kejelasan kewenangan antara TNI dan Polst.

Tinjauan Konsep Keamanan

Konsep keamanan dalam negeri merupakan gabungan
dari istilah keamanan dan dalam negeri. Istilah keamanan
sendiri, menurtt Caroline Thomas dan Jessica Mathews,
sebagaimana dikutip Kusnanto tidak hanya berkaitan dengan
nexts military-external. Keamanan menyangkut dimensi lain
yang tidak terbatas pada dimensi militer, seperti sering
diasumsikan dalam wacanal kensep keamanan. Keamanan
merujuk pada seluruh dimensi yang menentukan cksistensi
Negara, termasuk di dalamnya upaya memantapkan
keamanan internal melalui bina-bangsa, ketersediaan pangan,
fasilitas kesehatan, vang, dan perdagangan maupun melaiui

k]

dimmrrikererseburmnentratperatatran- tampitarpencgak
hukum menjadi lebih manusiawi dan bercorak sipil sehingga
proses demokratisasi yang sedang berjalan fidak terhambat,

Di sisi ain pemisahan kelembagaan TNI dan Polri
berdampak pula pada upaya mereformasi konsep keamanan
dalam negeri agar menghindari pendekatan militeristik sesuai
dengan tuntutan masyarakat. Istilah pendekatan keamanan
{security approach) yang lazim dirujuk pada masa Orde Baru
bagaimanapun telah menimbulkan gejolak dan antipatl

1 . 1.1, o1, o NI LI |
p\allctllil)dl.l&tlil Dk—!l\]dld [EREENE SRR CWE D P TR TRV Sl v LW N F 74 § R S
Jadi dengan demikian, konsep keamanan berkaitan dengan
keamanan nasional yang menyangkut kepentingan

eksisiensi, keuwhan dan kedaulatan negara.

Sementara ada pendekatan critical security studies,
vang memandang konsep keamanan suatu konsep yang
fleksibel yang tergantung dari proses secirirization yang
yang dilakukan aktor keamanan terhadap obyek keamanan,
dengan mempertimbangkan individe, warga negara dan




' ':tergcmoounya Leam’mara suatu neﬂara yamz

pun negara [uar
Instabilitas/kekecanan tatanan social

R

dan ketenangan masyarakat

non-kekerasan {Kusnanto, 2003, hal 4),

kemanusian sebagai acuan utama bagai perkembangan
sirategi keamanan suatu negara. Peﬂunbancran mdmdu war-
ga negara dan kemanusxan mcrupakan peri uasan dari konsep
keamanan 1rad1sona1 yang selama ini hanya melihat keamanan
nasmnal sebaﬂax ancaman kedaulatan politik dan territorial
negara tetapi juga mempea tlmbcmcrkan isu-su licaman'in bari

hai 4) Paralel dengan kon%ep kedmamm d1 atas matnk kete,r-
i\autan elemen elemen pokok dd]'iﬂl sirategi keamanan, Di
. dalam matrik it terdflpat elemen dasar yang IllCIlJ&di paramter _

Londm Leutuhan W;Iayah temtonal suam negara
. - kondisi institusi pemerintah. baatu negara; dan.
: 3. I\UDdlbl }\Ldmamn masayarakat dan warga negara

Kesw 1 elemen elemen dasar 1e;sebut merupalmn obyel\
keamanan yang menjadi pertimbangan dalam menentukan
gangouan keamanan. Selain itu, terdapat tiga konsep dasar
pembentuk tipologi gangguan keamanan, yaitn:

1. . Konflik militer, baik berasal dari dalam negeri man-
Terganggunya kondisi kedamaian, perekonomian

Ancaman keutwhan territorial sebuah negara pada
umumnya terkait dengan konflik militer, yakni armed sepa-
rafion (internal), dan agresi, invasi, pendudukan wilayah
(ekternal). Gerakan separatis berbeda dari pemberontakan
bersenjata. Gerakan separatis merupakan ancaman keamanan
nasional yang secara lansung berkaitan dengan keutuhan
wilayah dan juga bekerjanya fongsi pemerintahan. Konflik
militer tidak selalua terkait dengan keutuhan wilayah negara.
Konflik militer juga bisa berhubungan dengan bekerianya
instansi pemerintah negara {effective functioning of state’s
institutions). Bentuk-bentuk apcaman keamanan nastonal
vang berkaitan konflik militer dan terganggunya fungsi
institusi pemerintahan misalnya: pemberontakan bersenjata
dan kudeta militer (internai), dan pelanggaran wilayah, pi-
racy (ekternal). Isu keamanan ini hanya akan ditangani aktor
militer jika ancaman yang muncul disertai dengan aksi
kekerasan bersenjata dan telah ada kepastian bahwa negara
telah mengeksplorasi semua kemungkinan penerapan strateg)

Thssom Armmad - Border,
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Sumber . Kusnanto Anggoro, 2003. Keamanan Nasi-
onal, Pertzhanan Negara, dan Ketertiban
- Umum. Makalah Pembanding Seminar Pern-
bangunan Hukwm Nasional VIIL Bali, 14-18
-Juli 2003,

Beraddsar can uraizn di atas, mala kondisi keutuhan
teritorial suatu negara (territorial integiriry} tidak ada
keterkaitan langsung dengan kekacauan tatanan di suatu
masyarakat (public order). Ini penting bagi setiap pembuat
kebijakan untuk tidak terburu-buru mengekshalasi isu
kerusuhan atau kekacavan social merjadi isu keamanan yang
menghadirkan ancaman nyata terhadap kedaulatan dan
keutuhan teritorial suatu negara.

Masalah public order tebih terkait dengan tidak
berjalannya institusi pemerintahan negara. Misalnya,
pemerintzh Indonesia yang menjadikan daeral: perbatasan
atay daerah pulau terluar sebagai prioritas ancaman
gangguan keamanan, harus dilihat isu keamanan seperti apa
sebagal gangguan keamanan nasional. Apakah memerlukan
operasi militer, atau penegakkan hukumn atau pendekatan
kesejahiteraan (pmsperi}y approachy. Apakah ancaman
keamanan di keamanan di perbatasan mempengaruhi kondisi
kamtibmas atzu juga berfungsinya pemerintahan atau
kedaulatan territorial Indonesia.

Begitu juga, pertikaion antar golongan tidak selalu
menjadi isu keamanan vang mengancam integritas territorial

Dampak Gangguan Keamanan

Tabel 1. Matrik Keterkaitan antara Jenis dan

suatu negara, telapl hanya mengganggu berfungsinya
pererintahan negara dan ketertiban umum saja. Jadi dengan
demikian semakin jelas bahwa konflik komunal lebih
merupakan domain aparal penegak hokum daripada aparat
militer karena terkait dengan penegakan hukum,

Pertikaian antar golongan mungkin saia disebabkan
terjudinya kegagalam pemerintah memberikan kenyamanan,
kemakmuran dan kesejahteraan. Konflik komunal merupakan
ekses dari kesenjangan social yvang terjadi di masyarakat




'-'_sabagal ﬂklbdt dan lcegaodlan pemermtah tldak mampu
'menjaiankan pembanounan dengan baik. K,onﬂ;k konflik
komunal yang timbul dari ekses pembangunan tentu me-
- ‘merlukan peudekatan law enforcement, dzc;dmpmw pen—
'dekatan kesejahtcraan : o

'Keamaﬁan Dalam I\Ggerl dalam Konteks Penusahan TNI
dan Polm e - :

Ddrx seluruh I\etcntuan perunddnﬂ -undangan yanﬂ add
Undang—UndanU Kepolisian ‘adalah satu-satunya peraturan
perundang-undangan yang menyebutkcm secara eksphslt
istilah keamanan dalam negeri. Sebagai rujukan baku, istilah
keammzmz ‘dalam negeri dirumuskan Pasal 4 Undang-
Un_dang .Kepohsmn sebagai tugas pokok kepolisian yang
meliputi empat komponen keamanan dalam negerni seperti
yang telah dikemukakan sebelumnya.

“Perumusan tugas pemeliharaan keamanan dalam
negeri kepada - Polri menurut Undang-Undang Kepolisian
pada dasarnya selaras pula dengan pemisahan TNI dan Polri
melalui Tap MPR No. V172000 danr Tap MPR No. VII/2000.
Sebagai kaedah dasar, Pasal 2 ayat 1 dan 2 Tap MPR No. VI/
MPR/2000 membedakan Tentara Nastonal Indonesia sebagai
alat negara yang berperan dalam pertahanan negara,
sedangkan Polri sebagai alat negara yang berperan
memelihara keamanan. Perumusan yang sama juga dianut
Pasal 2 ayat 1 dan pasal 6 ayat 1 Tap MPR No, VIVMPR/2000
vang menyebutkan Tentara Nasional Indonesia adalah alat
negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara
Kesataan R dan Polri merupakan alat negara yang berperan
dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, memberikan pengayoman, daa
pelayanan kepada masyarakat.

Penegasan makna pemisahan TNI dan Polri dapat pula
dilihat dasi perumusan ancaman menurut Undang-Undang
No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 7 ayat 2
Undang-Undang Pertahanan Negara menyebutkan TNI
sebagai komponen utama sistem pertahanan negara dalam
menghadapi ancaman militer. Sedangkan pasal 7 ayat 3
Undang-Undang Pertalanan menegaskan posisi lembaga
pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai komponen
utama menghadapi ancaman nonmiliter. Peremusan pasal 7
ayat 3 Undang-Undang Pertahanan Negara sekurangnya
menvanekut dua istifah pokok vaitu gneaman nonmiliter

kondisi ini Undang-Undang Pertahanan Negam meﬂem-
patkan Bank ]ndonesia sebagal komponen utama pertahan an_ .
negara. '

Demlk:an pula bila kita mengacu pada pemmdhan TNI o
dan Polri yang membedakan fungsi pertahanan dan fungs; :
keamanan. Perimusan ketentuan Tap MPR No. ' VI/2000dan -
Tap MPR No. VII/2000 yang menugaskan: pelaksanaan'l-
fungsi keamanan dalam negeri kepada Polri menegaskan © -
posisi Polri sebagai lembaga pemermtah di luar bidang -
pertahanan sebagai komponen utama dalam menghadapi
ancaman terhadap keamanan dalam negeri sebagaimana - -
dipertegas oleh Undang-Undang Kepolisian. - Oleh sebab -
itu, konsep keamanan dalam negeri yang dianut oleh Undang-
Undang Kepolisian pada dasarnya adalah pelaksanaan tugas
pokok kepolisian yaitn pemeliharaan keamanan dalamnegert
yang meliputi seluruh pelanggaran ketentuan hukum pidana

Tisjavan Yoridis Keamanan Dalam Negeri

Peran kepolisian dalam memelibara keamanan diatur
dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara RI. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepolisian
mendefinisikan keamanan dalam negeri sebagai suaru
keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan
ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta
terselenggaranya perlindungan, pengavoman, dan pela-
vanan kepada masyarakat. Peromusan keamanan dalam
negeri tersebut diperkuat lagi oleh perumusan tugas pokok
kepolisian dalam pasal 4 Undang-Undang Kepolisian, yang
berbunyi:

Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan
keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya
keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya
hokum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya
ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinget hak asasi
manusia,

Bila kita pilah perumusan definisi keamanan dalam
negeri menurut Undang-Undang Kepolisian, maka pem-
bentuk undang-undang bermaksud merumuskan keamanan
dalam negeri sebagai suatu pencapaian vang ditandai
dengan empat komponen atama yaitu:

dan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan. Kali-
mut perundang-undangan tersebut mengandung arti bahwa
setiap ancaman noarmiliter haruslah menjadi tanggung-jawab
lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan yang terkait
langsung dengan jenis ancaman yang bersangkntan. Bila
kita masukkan speknlasi valuta asing yang membuat gejolak
nilai tukar Rupizh dan berdampak membahayakan pereko-
nomian nasional sebagai ancaman nonmiliter, maka lembaga
pemerintah di iuar bidang pertahanan yang terkait langsung
dengan ancaman tersebut adalah Bank Indonesia. Dalam

1. terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat,
yang bila diterfemahkan merapakan masalah yang
berkaitan dengan penanggulangan kejahatan dan
pelanggaran.

2. tertib dan regaknya hukuwm, atau lazim pula disebut
sehagai terlaksananya penegakan hokum.

3. perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat, sebagai periindungan terhadap jiwa dan
harta milik masyarakat.

4. terbinanya ketentraman masyarakat, berupa tercipta-




- n1ya rasa aman di hati sanubari setmp orzn
. 3d1 wﬂayah Indoncsm

_yang berada

Hubunvan antaa keempat komponen tcrqebut meru-
pdkan ‘suaty konsei{uenm Jogis. k“uena penangguimoan
kejahatan perhnduugan terhadap, jiwa dan. harta, dan ter-
c1ptanya rasa aman di hati sanubari setiap ¢ omnﬂ hfmya ciapat
terwujud ; melalui penegakan hukum yang konsisten. Selain

+ karena perhndunvan terhadap jiwa dan hqrta serta. tercip-
'-tdny”t iasa aman di hati sanubari . seuap orang merupnﬂ\an

“hak func!dmentai'ymtu haI\_ untu% hxdup dan h‘ﬂ& untuk bebds _

o dm TasA. ket'\kutan :

A Mencrmgat Lonsep kcam‘man da%’un negeri, yano d;anut
Undano-Undanﬂ Kepolisian pada dasarnya:mencakup empat
komponen pokok di atas yaitu: (1) penanggulangan keja-
hatan, (2) penegakan hukum, (3) perlindungan terhadap jiwa
dan harta, dan.(4) terciptanyz rasa aman, keempat komponen
tersebut sangatlah relevan bila-digunakan terhadap kondisi
aktual yang terjadi yaitu ancaman kekerasan berskala luas
seperti halnya terorisme, separatisme, ataupun konflik sosial
dengan. kekerasan. Titik fokus konsep keamanan dalam
negeri terhadap ancaman kekerasan tersebut adalah bahwa
seluruh penggunaan kekerasan oleh sekelompok orang tanpa
legitimasi yuridis bagaimanapun juga membahayakan jiwa
orang lain dan menghilangkan rasa aman. Tindakan seke-
lompok orang tersebut termasuk dalam kategori kejahatan
yang harus ditindak secara hukum. .

Dengan demikian dapat disimpuikan bahwa penerapan
terminologl yuridis keamanan dalam negeri dalam konteks
ancaman aktual adalah kejahatan dengan kekerasan
berskala Inas yvang membahavakan jiwa setiap orang
dalam wilavah Republik Indonesia. Skala yang lvas dida-
sarkan pada sifat dan dampak ancaman yang mengganggu
sendi-sendi kehidupan baik di tingkat daerah maupun na-
sional, selain untuk membedakannya dengan kejahatan biasa
yang menggunakan kekerasan seperti pembunuhan. Tekanan
juga diberikan pada unsur membahavakan jiwa setiap or-
ang karena ancaman aktual keamanan dalam negeri pada
dasarnya menyangkuat hak dasar setiap orang yaitw hak
hidup dan hak untuk bebas dari rasa ketakutan. Selain ita
ancaman kekerasan yvang dilakukan pelaku ancaman
keamanan dalam negeri seperti terorisme, Separatisme,
ataupun konflik sosial dengan kekerasan pada dasarnya
adalah ancaman terhadap jiwa, termasuk pula j 51%} petugas

-Dﬂmaln I’olrx di dalam mengembanokan Strateg; Keamanm ._ :

: dlhl’lduﬂ“l Reselamatannya baik it waraaneﬂara Indonesia -
. mczupun warganegara asing, Dengan de;mkmn peramusan
: :ancaman keamanan daiam negeri akmal lebih. tepat dirumus-

Lan sebacrcu perhndungcm ama sza aenap orang d'mpada
pedmdunﬂaﬂ telhadap jlw’d setmp walganegaxa

Dalam Negerl

Pada dasmnya Lansep I\emmanan dalasn nwen yang :
chanut oleh Undan 1g-Undang Kepolman adalah pemelihara-

an keaman‘m ch[am negeri yang mchpuu .sclumh pelanagaran .
'dana Ini artinya: kejaha an‘terhadap

ketent hukum p
pelan rraran segala peraturan dc‘zll hukum positip mer upakan
tugas kepolisian negara, Kejahatan pelanggaran itu termasuk
kejahatan yang bersifat strategis yang meliputi pelanggaran
ketentuan-ketentuan Bab [ KUHP Kejohatan Terhadap
Keamnanan, Negara yang telah dinbah dengan. Undang-
Undang No. 27.tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Un-
dang-Undang Hulum Pidana yang Terkait dengan Keja-
hatan. rerhadap Keamanan Negara sampai. dengan
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam
Indang-Undang No. 13 tahun 2003, selain kejahatan kon-
vensional seperti pembunohan ataupun pencurian, Seluruh
ketentuan-ketentuan tersebut menempatlxdn Polri sebagai
penyidik utama.

Beberapa tolok ukur kepolistan entuk strategi keamanan

dalam negeri meliputi adalah -

L. terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat

tertib dan tegaknya hukum

terselenggaranya perlindungan dan pengayoman kepa-

da masyarakat

4. menciptakan rasa aman dalam hati sanubari setiap or-
ang vang berada dalam wilayah RI

5 melindungi jiwa setiap orang yang berada dalam wilayah
Ri : :

6. mendukung terselenggaranya pembangunan penega-
kan hukum atas pelaku ancaman bersenjata yang
terorganisasi.

W3

Gangguan keamanan dalam negeri yang berkaitan gera-
kan separatis bersenjata yang membahayakan kedaulatan
negara, keatuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap
bangsa, Pelri sebagai warga sipil vang dipersenjatai dike-
rahkan dalam tugas bantuan kepada TNI untuk menghadapi

011\15 i 'wn'\nn militen 355 ;ng é;}@;“gé_g% Q; i ]F RaTA

Selain itu wilavah penerapan tugas pemeliharaan ke-
amanan dalam negeri kepada kepolisian yang secara tegas
diatur dalam pasal 5 ayat | Undang-Undang Kepolisian
haruslah merujule pada kompetensi teritorial yaitu seluruh
wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal
6 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian. Kompetens: teritorial
ini harus pula ditatsirkan sebagai wadah penerapan tugas
yang di dalamnya terdapat jiwa individu-individu yang harus

SRDGELAR gpvc\{-"ln ]-m-c:nnj ata Tialar Lonastalee 1101 :'\;:‘H’]H Aot
mekanisme kerjasama bantuan Polri kepada TN Untual
tugas-tugas penegakan hukwm di daerah konflik militer, tugas
Polri lebil banyak melakukan tugas-tugas pengayoman pen-
duduk sipil korban kentlik militer dan mengupayakan terse-
lenggaranya tertib sosial. Selain itu, kewenangan struktur
kewilayahan di daerab konflik bersenjata harus dipertegas
schingga adak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan
birokrasi sipil dan kepolisian.

Untek gangeaan keamanan dalam  konflik transnasi-




onal tlda.k Iepas dar; Lonsteiam politik giobal Di masa perang
dmgm perehutan’ pengaruh antara blok- barat dengan ‘blok
timur bermuara’ pada’ splonase sabotase sampai “dengan
pembxayaan kudeta seperti yang teqad: dz Afghamstan pada
Imasa pendudukan ‘Uni Soviet dan’ skandal Irangate {Iran-
Comra Connection) di Nikaragua yang mehbatkan Amerika
Serﬂ.{at Narmin konstelasi pohtik global Eersebut mencrala;m
pembahan yang sangat mendasar setelah berakhirnya perang
dingin, terutama dipicu tragedi hancurnya menara kembar
WTC. Kendakadllan globai yang dirasakan masyarakat di

Timur Tengah terutama Palestina, memmbuli\m perasaan

tertmdas yang berimbas pada perluasan ancaman keamanan
di ‘luar Timur Tengah. Pre- emptzv::_' action berupa invasi
Amerika Serikat ke Afghamst_ar_l dan Irak te}a_.h menekan ruang
konflik sehingga metuber ke wilayah-wilayah lain. Serangan
atas:simbol-simbol yang diidentifikasi pelaku- terorisme
sebagai kepentingan barat di berbagai belahan dunia me-
nimbulkan ancaman terhadap keamanan dalam negerl seluruh
negara negara di dunia, termasuk pula Indonesm

& _Perkembangan teknologi berperan besar terhadap anca-
man keamanan dalam negeri. Teknologi komunikasi dalam
sistern permbayaran memudahkan pembiayaan gerakan
terorisine lintas negara, selain memudahkan komunikasi antar
jaringan terorisme atau gerakan separatis bersenjata. Per-
kembangan teknologi komunikasi juga menghapuskan jarak
setiap negara yang dimanfaatkan gerakan bersenjata sebagai
media kampanye.

Ketidakadilan global dapat menimbulkan perluasan
“wilayah konflik” ke negara-negara yang tidak terlibat sama
sekali dalam konflik ntama. Masalah pokok gerakan ber-
senjata sebagai dampak ketidakadilan global adalah lahirnya
ideologi kekerasan yang ditafsirkan sebagai alat utama per-
juangan. Ideologi kekerasan (terror campaign) tersebut di-
gunakan pada setiap wilayah yang diyakini pelakunya
terdapat simbol-simbol musuh yang haros dihancurkan. Ide-
ologi tersebut tidak pernah memandang apakah negara tempat
teror tersebut dijalankan memiliki konflik langsung dengan
gerakan teror tersebut. Akibatnya setiap negara di dunia

menjadi rawan tetjadinya terorisme.

Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen de-
ngan berbagai keragaman suku, agama, ras golongan. Kera-
gaman tersebut dapat menjadi sumber ancaman keamanan |
dalam negeri apabila manajemen konflik tidak dikelola dengan
baik. - Menﬂuatnya ‘identitas kelompok yang disebabkan
tingkat interaksi antar kelompok yang rendah, eksploxtds: '
sumber daya alam daerah yang meminggirkan peran putra'

daerah, dan memngkatnya religiusitas dengan disertai ten-

densi militansi yang diperparah menurunnya ‘toleransi antar . .
pemeluk agama merupakan pemicu konflik h_onsomal. Tidak -

adanya deteksi dini konflik horisontal pada akhirnya memicn

kekerasan antar kelompok sebavalmana terjach di beberapa
wzlayah Indonesm

Selain i1 terbuka pula peluang iahirnya gerakan keke-
rasan bersenjata di tingkat akar rumput sebagai ungkapan
ketidakpuasan atas hasil aspirasi politik. Ketidakpuasan
aspirast politik tersebut akan berhadapan dengan komponen
masyarakat yang berbeda pendapat. Walaupun kekerasan
yang menjadi dampak lebih bersifat temporer, akan tetapi
kemungkinan kerusuhan sosial dan amuk massa membuat
biaya sosial ekonomi gerakan tersebut menjadi sangat mahal
dan berdampak uas. Kesenjangan sosial yang menimbulkan
keceniburuan dan kerawanan merupakan titik silang berbagai
masalah sosial. Kesejahteraan masyarakat yang timpang
sebagai akibat tidak meratanya hasil-hasil pembangunan
berpotensi menimbulkan gejolak sosial yang menjurus pada
kerusuhan dan amuok massa.

Ketidakpuasan terhadap Kebijakan Pemerintah yang
tidak disalurkan sebagaimana mestinya akan menimbulkan
ancaman bagi keamanan dalam negeri. Selain itu tidak
konsistennya penegakan hukum dapat pula menurunkan
kewibawaan pemerintah dan gejolak sosial yang berpotensi
menimbulkan ketidakstabilan politik. Sepertt api dalam sekam,
ketidakpuasan tersebut setiap saat dapat meletup dalam
tindak kekerasan ketika masalah sosial lainnya terjads. **
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